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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab 
sebelumnya, Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mampu mengatasi 
kerugian Keuangan Negara yang timbul dikarenakan konstruksi model Kontrak 
Karya lama, meski demikian pelaksanaannya melampaui batas waktu yang telah 
ditentukan serta tidak menghormati asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt 
servanda. Renegosiasinya terlampau lama melebihi batasan waktu 1 (satu) tahun 
yang diatur dalam Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
teknis pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya. Tidak diaturnya teknis 
pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya menyebabkan Pemerintah harus melalui 
banyak tahap dan proses sebelum akhirnya dapat menemukan format renegosiasi 
Kontrak Karya yang tepat dan sesuai sebagaimana dipergunakan hingga saat ini. 
Format renegosiasi tersebut memang pada akhirnya dapat mengatasi kerugian 
Keuangan Negara, namun, dalam prosesnya, Pemerintah yang memandang 
Kontrak Karya sebagai kontrak publik bersegi perdata memaksakan kepada 
perusahaan-perusahaan tambang agar turut serta dalam proses renegosiasi 
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Kontrak Karya. Pemaksaan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan 
berkontrak dan pacta sunt servanda selaku asas hukum kontrak yang berlaku 
universal. 
2. Kendala-kendala yang menyebabkan alotnya pelaksanaan renegosiasi kontrak 
karya di lapangan ialah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan 
renegosiasi Kontrak Karya tidak menyertakan adanya sanksi terkait 
pelaksanaan renegosiasinya. 
b. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
teknis pelaksanaan renegosiasi Kontrak Karya. 
c. Adanya ketidakjelasan pengaturan terkait renegosiasi Kontrak Karya 
yang menimbulkan perbedaan sudut pandang terkait: 
1) wajib atau tidaknya melaksanakan renegosiasi Kontrak Karya; 
2) sistem perpajakan yang akan diterapkan dalam hasil amandemen 
Kontrak Karyanya; dan 
3) besaran nilai serta mekanisme penghitungan divestasi saham 
 
B. Saran 
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selaku dasar yuridis keberadaan 
renegosiasi Kontrak Karya perlu direvisi dengan menambahkan ketentuan sanksi 
bagi pihak-pihak yang menghambat terlaksananya dan terselesaikannya proses 
renegosiasi Kontrak Karya. 
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2. Pemerintah perlu merevisi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara yang 
sudah pernah diubah sebanyak tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Dalam revisi tersebut hendaknya Pemerintah 
menambahkan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan renegosiasi Kontrak 
Karya agar dapat dipergunakan sebagai pedoman praktis bagi para pihak yang 
melaksanakan renegosiasi Kontrak Karya. 
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